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| Sebagai

Kata Pengantar

Dalam menghadapi Pemilu Presiden dan Leg-
islatif tahun 2019 mendatang dan Pilkada
serentak 2018, kami KPU Provinsi Gorontalo
lewat Majalah "Suara KPU" berupaya untuk
menyajikan dan memberikan informasi baik itu
program, tahapan dan jadwal pelaksanaan,
yang telah diatur didalam Peraturan KPU.

bagian yang membidangi Hukum,
Teknis dan Hupmas, kami akan terus berupaya
menyajikan informasi seputar tahapan Pilkada

dan Pemilu 2019, selain lewat majalah "Suara KPU", masyarakat
juga bisa mengakses informasi lainya lewat laman webiste KPU
Provinsi Gorontalo di http://gorontalo.kpu.go.id/.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ber-
partsipasi didalam penerbitan majalah ini.
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SRAPAT KOORDINASI |}

VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK .
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 /

GORONTALO, SABTU 27 JANUARI 2018

.
-]

—

Jalankan Perintah Mahkamah

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

(MK)  Nomor 53/PUU-XV/2017,
yang mengabulkan sebagian gugatan
salah satu Partai Politik (Parpol) baru
yaitu verifikasi faktual diberlakukan
sama terhadap semua parpol yang
hendak menjadi peserta pemilu 2019,

balk 1tu parpel baru maupun parpol
lama.
Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)

Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat
koordinasi bersama KPU Kabupat-
en/Kota untuk melaksanakan putusan
MK, melakukan  verifikasi  faktual
terhadap 12 Parpol peserta Pemilu
tahun 2014, yang dipimpin langsung
oleh ketua KPU Drs Muh N Tuli,
M.Ag.

|alankan, dan jadwal
pelaksanaan verifikasi parpol untuk
tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
sudah ada,” kata Drs Muh N Tul,

“Inl wajib kami

M.Ag, saat memimpin rapat koordinasi
yang didampingl komisioner lainya

website : hitp://goronta ﬁgf@ mf i
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yaitu Maspa Mantulangi, S.Ag, M.Pd.l,
Selvi Katili, SE, dan sekretaris KPU
Drs Arcin Danial, M.Ec.Dev.

Menurutnya sudah ada Peraturan KPU

(PKPU) Nomor 5 tahun Tahun
2018, tentang Perubahan atas Pera-
turan KPU Nomor / Tahun 2017,

tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum
Tahun 2019, dan harus mengacu
pada peraturan tersebut.

& Tahun 2018
Verifikasl, dan

Serta PKPU Nomor
Tentang Pendaftaran,
Penetapan  Partai  Politik  Peserta
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

"Untuk verifikasi parpol kall ini berbeda

dengan sebelumnya, dimana yang
akan  dilakukan  verifikasi hanya
"Sample”, dengan ketentuan jika data
yang  dimasukan  sebanyak 100

anggota, maka hanya 10 persen yang

3 Ll

Konstitusi

akan tetapl jika lebih dari
maka hanya 5 persen
akan diverifikasi,”

di verifikasi,
100 orang,
anggota  yang
Ujarnya.

Ditingkat provinsi, KPU memferivikasi
keberadaan alamat kantor, kepenguru-
san vyaitu Ketua, Sekretaris dan
Bendahara partal, sementara ditingkat
Kabupaten/Kota ditambah dengan
Sample keanggotaan yang akan diveri-
fikasi yang harus dihadirkan disetiap
kantor sekretariat parpol.

KPU Provinsi sendirl sudah membagi
jadwal untuk  melakukan  verifikasi
faktual terhadap 12 parpol vyaitu
tanggal 29 dan 30 Januari 2018.
Sementar  untuk  tingkat  Kabupat-
en/Kota mulai tanggal 30 Januari
hingga 1 Februart 2018&.

Terkait apakah parpol tersebut menjadi
FPartal peserta Pemilu 2019 atau
tidak, itu kewenanganya ada di KPU
Rl, pihaknya hanya sebatas melakukan
verifikasi parpol sesual tingkatannva.

Adapun 12 parpol yang dilakukan
verifikasi faktual vyaitu, Partai Nasdem,
Partai PDIP, Partai Golkar, Partal
PKB, Partai PPP, Partai PKS, Partai
Demokrat, Fartai Hanura, Partal
Gerindra, Partai PAN, Partai PBB, dan
Partai PKPI.

Januari-Februari

L




SJERI

FIKAS| FAKTUAL PARTAI POLITIE
" PESERTA PEMILU 2019 (P ——
NGKAT PROVINSI GORONTpueal € A)/( [f=

et i
pART Y

PERSMHE DJEMO KR A PERS
PENGURUS TINGKAT PROVINSI KEANGGOTAAN | KETERWAKILAN ARMAT KANTO
PEREMPUAN _
K |SINTJE KADJ| | =4 .
1A
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA| S | AMRULLAH HASIRU 3,240 33,33% JL PANGERAN HIDAYAT NO. 168 [P ar-9r 4
B |HUSEN FATHAN ,- k((
SARTAl GERAKAN INDONESIA L EENINO M. HUSEIN MOH N
PARTAI BULANBINTANG | o | FORT F“;M i > 5 |TOMY ISHAK 2,799 50,00% JL DEWI SARTIKA [ | ;
B |SULYANTO PATEDA
L o,y —_ K |H. MOH. KRIS WARTABONE,S.AP
. :
3 INDOMESIA PERIUANGAN S5 |IR.H. LA ODE HAIMUDIN, MM 2,109 37,50% JL. SULTAN BATUTIHE NO. 155
B |H. ALIFUDDIN DIAMAL
K |DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP JALAN SULTAN BOTUTIHE NO. 99
4 | PARTAI GOLONGAN KARYA S |DR. PARIS R. A JUSUF $.505.1.M.S| 100,70 35,06% KEL. MOODU KEC. KOTA TIMUR
e KOTA GORONTALO
K |H. HAMIM POU, 5.Kom, MH
ep e e JL TAMAN SURYA KEL. DEMBE
5 SERICIKRAT S |YURIKO KAMARU, SH 2,438 33,33% JAYA KEC. KOTA UTARA KOTA
B |ISKANDARSYAH DATAU BT
_ K |HUSAIN ABDUSSAMAD
RTAl GERAKAN PERUBAHA
b i HBARAN S |YULIANA TANUS, S.KOM 4,855 33,33% JL. SULTAN BOTUTIHE NO.150
INDONESIA SR
B |ICHSAN MAULANA
K |HI, ADRIANSYAH PULUBUHU, SH [ Ui Rk ele
p | BERKARYA 2 ; '
7 ARTA! BERKA 5 |RANDY SARIAYA, SE. MM 683 20,00% RUKO GBC BLOK C12-13
B |NUR ADNIN IDRIS
K |ADNAN ENTENGO JL. IRIAN, RT.002, RW.001
8 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 5 |MANAF ABIDIN HAMZAH 1,482 33,33% KEL LILUWO KEC KOTA TENGAH
B st o acis KOTA GORONTALO
PARTAI PERSATUAN bl LA 6 s JL. JHON ARIO KATILI
9 4,567 40,00% :
INDONESIA > |[MASRUN YUNUS RIVA| ‘ ’ RT 001/RW 002
B |DESY BOUTY
K |PROF. DR. IR. H. NELSON POMALINGO,M.PD
PARTAI PERSATUAN
10 b S |ICHSAN ADRIAS MALE 2,911 31% JL PANGERAN HIDAYAT NO 123 A
B [H. FAIZAL HULUKATI
K [HUDAYA GOBEL A.MD
PARTAI SOLIDARITAS TR E DR s
11 INDONESIA S |MOHAMMAD BOTUTIHE 1,687 33,33% KEL. DULALOWOKEC. KOTA
B [NOVITA ALl TENG
K |H. ZAINUDDIN HASAN
12 | PARTAI AMANAT NASIONAL S |SALAHUDIN AL AYUBI TULI 1,980 32,43% JL. HB. JASSIN RT 02 / RW 02
B |[ABD. RAHMAN ADAM, SE
K [GUNTUR M. THALIB, 5.IP
13 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | S |KASPIAN KADIR 13,641 33,33% Jl. ACHMAD A WAHAB DUSUN V
B |LEKS| WAWORUNTU
K [DR.IR. HI. GUSNAR ISMAIL, MM
14 PARTA| DEMOKRAT 5 |SJIAHRUL DIAILANI BOTUTIHE 2,105 33,33% JLN HOS COKROAMINOTO
B [HI. FATMAWATY SYARIEF, SE
K [MEKARWATI SURATINOYO
15 PARTAI BULAN BINTANG S |SURATMAN DJAEAR 1,623 66,66% JLN RUSLI DATAU
B |FATRAWATI ISMAIL
K |BENNY LENGKEY
6| | PARTAIKEADILAN [— e i oo o
DAN PERSATUAN INDONESIA RIDWAN DAMA ’ ’ ' el
B |NENGSI YAHYA

Januari-Februari

';’_ !! {-_a

fi“:!'




Umum (KPU)
pengamanan

Gorontalo
Pilkada

khususnya untuk Kota Gorontalo dan Kabupaten

Pemilihan Provinsi

omisi
K menggelar
2018,
Gorontalo Utara yang menyelenggarakan Pilkada serentak

rapat keslapan

2018, bersama unsur TNI-Polri, BIN dan Kesbangpol dan
Satpol PP Provinsi Gorentalo.

Anggota KPU Provinsi Gorontalo Selvi Katili, SE menjelas-
kan bahwa, suksesnya Pilkada 2018, semata-mata bukan
hanya tugas KPU kabupaten/kota sebagal penyelenggara
tahapan, akan tetapi KPU provinsi juga punya tanggung
Jawab secara hirarki, demi suksesnya tahapan Pilkada.

"Tanggung jawab kami hanya sebatas melakukan
suverfisi dan monitoring tahapan pelaksanaan Pilkda 2018
dan juga tentu Pemilu 2019," kata Selvi Katili, SE usai
yang juga

KPU Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo.

mengikutl  rapat pengamanan dihadiri  juga

Menurutnya bahwa, dari sejumlah tahapan Pilkada 2018,
ada beberapa tahapan yang sangat penting, yang dinilai
butuh koordinasi semua pihak, diantaranya yaitu tahapan

penetapan pasangan calon peserta Pemilu, pengundian

nomor urut, kampanye dan penetapan calon pemenang
Filkada.
Lewat rapat koordinasi tesebut, KPU Provinsi Gorontalo

ingin mengetahul secara pasti seperti apa kesiapan dari
KPU Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara.

"Kami juga meminta tanggapan dan masukan dari unsur
TNI-Polri,
penetapan nanti,” ujarnya.

seperti apa pengamanannya saat pelaksanaan

balk antara TNI-Polri
lainya yaitu Satpol PP,

la menambahkan, serta lembaga
perlu ada koordinasi yang sama,
sehingga dilapangan nanti

diketahul,

pOsisi masing-masing sudah

RAPAT KOORDINASI
EVALUASI KESIAPAN PENGAMANAN

koor-

Pihaknya berharap dengan adanya evaluasi dan
terutama pihak KPU Kota

Gorontalo Utara, untuk terus menerus menginformasikan

dinasi ini, Gorontalo dan

perkembangan setiap pelaksanaan tahapan.

Sementara itu AKBP Siregar mewakili Kapolde Gorontalo
saat rapat koordinasi persiapan pengamanan Pilkada
2018, Paolri dibantu
kekuatan dari TNI berkomitmen tinggl suksesnya Pilkada

2018.

mengatakan bahwa, dengan

"Untuk sistem pengamanan Polda Gorontalo berlakukan
rnng 1,2 dan ring 3, ada pengaman vyang terbuka dan
tertutup, namun untuk ring 2 dan 3 pengamanan terbuka
dilengkapi dengan segala peralatan,” kata AKBP Siregar.

Kodim (Dandim) 1304
Gorontalo, Letkol Inf Dadang Ismail Marzuki menegaskan

Sementara 1tu  Komandan

pihaknya siap mendukung Polri dalam pengamanan

Pilkada serentak di dua daerah tersebut.

"Dalam rangka pengamanan Pilkada bailk d Kota
Gorontalo maupun Kabupaten Gorontalo Utara, Kkita
mengerahkan 2/3 kekuatan untuk mendukung pen-

gamanan Pilkada,” ujar Letkol Inf Dadang Ismail Marzuki.

Menuturnya, sesual Instruksi dari Panglima TNI yang
sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman
dengan Kapolri, maka pengamanan yang dilakukan sesual

dengan prosedur yang ada.

Selain itu, lanjut Dadang bahwa pihaknya punya strateg
khusus kepada masyarakat untuk meminimalisir potensi
konflik Pilkada 2C18.

"Kami membuat konsep sosialisasi, semacam ajakan dan
himbauan kepada masyarakatl, secara khusus pendekatan
kepada masyarat terus kami bangun,” tegasnya.

Januari-Februari
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Alokasi Kursi DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019

nggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi

Abdullah
bahwa, terkait dengan alokasi jumlah kursi dan

Gorontalo Ahmad mengatakan

nembagian Daerah Pemilihan (Dapil) Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, sudah tidak
bisa dirubah lagi.

Untuk Dapil dan Jumlah Kursi sudah ditetapkan didalam
Undang-Undang nomor /7 Tahun 20717 dimana, provinsi
dengan jumlah Penduduk lebih dari satu juta sampai

dengan tiga juta orang memperoleh alokasi 45 kursi.

"Untuk DPRD Provinsi sudah ditetapkan Enam dapil,
tidak bisa dirubah lagi, KPU Provinsi tidak punya ke-
wenangan untuk merubah itu,” kata Ahmad Abdullah saat
menggelar rapat kerja penyusunan dan konsultasi publik

penataan dapil dan alokasi kursi Pemilu 2019.

Dapil | yaitu Kota Gorontalo dengan alokasi & kursi, Dapil
Il Kabupaten Bone Bolango alokasi 6 kursi, Dapil |l
Kabupaten Gorontalo A terdiri dari 12 kecamezatan alokasi
9 kursi, Dapil IV Gorontalo B terdin dari /7 kecamatan
alokasi 6 kursi.

Dapil V Kabupaten Gorontalo Utara dengan alokasi 5

kursi, Dapil VI Kabupaten Boalemo-Fohuwato alokasi 11
kursi.

Januari-Februari

"Memang cukup banyak usulan dari sejumlah partai politik
untuk memisahkan Kabupaten Boalemo dan Pohuwato
menjadi dua dapil, namun sekali lagi kami KPU Provinsi

tidak punya kewenangan untuk merubah itu,” |elasnya.

Terkait dengan dapil DPRD tingkat kabupaten/kota,
Ahmad Abdullah menjelaskan bahwa semua masukan dan
tanggapan masyarakat khususnya pemangku kepentingan
dalam hal ini peserta pemilu untuk dapat membuat
usulannya dan disampaikan ke pengurus partai ditingkat
pusat.

Menurutnya, dalam hal penataan dapil adea kajlannya,
tidak sembarangan dalam menentukan suatu wilayah
ditetapkan menjadi dapil. Diantaranya prinsip kesetaraan
nilai suara, prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang
proposional, prinsip proporsionalitas, prinsip integralitas
wilayah, prinsip kohesivitas, kesinambungan dan prinsip
berada dalam satu wilayah yang sama.

"Jadl untuk tingkat kabupaten/kota kemungkinan untuk
dirubah bisa saja terjadi, terpenting memenuhi beberapa
pertimbangan diatas tadi,” urainya.

Kemungkinan untuk

penetapan dapll tingkat

kabupaten/kota pada Maret 2018 mendatang.

kpugoid  email: gorontalopiov@kpu go.id
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PETA DAPIL PROVINSI GORONTALO

BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Kab Gorontalo Utara
DAPIL V Kab Bone Bolango

DAPIL I

Kab Gorontalo A

Kab Boalemo-Pohuwato

Kab Gorontalo B Kota Gorontalo
DAPIL VI DAPIL |

DAPIL IV

Pembagian Dapil dan Jumlah Kursi Untuk DPRD Provinsi Gorontalo
DAPIL WILAYAH KURSTI

Dapil 1 Kota Gorontalo 8 Kursi
Dapil II Kabupaten Bone Bolango 6 Kursi

Dapil III Kabupaten Gorontalo A 9 Kursi
Dapil IV Kabupaten Gorontalo B 6 Kursi
Dapil V Kabupaten Gorontalo Utara 5 Kursi
Dapil VI Kabupaten Boalemo-Pohuwato 11 Kursi

Cara Perhitungan Alokasi Kursi Untuk Setiap Kabupaten/Kota
JUMLAH PENDUDUK _ KURSI

Sampai Dengan 100.000 20 Kursi
1000.000 s/d 200.000 25 Kursi
200.001 s/d 300.000 30 Kursi
300.000 s/d 400.000 35 Kursi
400.000 s/d 500.000 40 Kursi
500.000 s/d 1.000.000 45 Kursi
1.000.001 s/d 3.000.000 50 Kursi

Prinsip Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

1. Prinsip Kesetaraan Nilai Suara 5. Prinsip Berada Dalam 3Satu Wialayah Yang Sama
2. Prinsip Ketaatan Pada Sistem Pemilu yang 6. Prinsip Kohesivitas
Proposional 7. Prinsip Kesinambungan

3. Prinsip Proposionalitas

4. Prinsip Integralitas Wilayah

website : http.//gorontalo.kpu.go.id  email : gorontaloprov@kpu.go.id | Januari-Februari
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PENDERITA GANGGUAN JIWA TETAP MASUK DALAM DPT

(KPU}) Provinsi Gorontalo

nggota Komisi Pemilihan
A\ferrianto Modjowa berharap

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

agar penyelanggara
2018, khususnya dua daerah yaitu Kota Gorontalo dan
Kabupaten Gorontalo untuk tetap mengakomodir penderita

gangguan Jiwa, dan wajib dimasukan dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT).

Harus Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Dokter

la menambahkan, hak pilih mereka akan hilang kecuali ada
surat keterangan dari dokter, yang menerangkan tentang

gangguan |jiwa tersebut.

"Jadi selama belum ada surat keterangan dari dokter yang
menerangkan bahwa orang tersebut mengalami gangguan
jiwa, hak pilih mereka tidak bisa dihapus,” tegas Verrianto

Madjowa yang membidangl Divisi Perencanaan dan Data.

Ketentuan tersebut ada dalam PKPU nomor 2 tahun 2017
tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih
dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Penduduk yang terganggu fiwasingatannya sebagaimana
dimaksud ayat 2 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat
sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilth, harus

dibukiikan dengan surat keterangan dokter.

"Sesuai dengan tugas kami, mengakomodir wajib pilih, jika
tidak bisa dibuktikan dengan keterangan dokter atau ruman

sakit jiwa, wajib didata sebagal pemilin,” ujarnya.

CEGAH PEMILIH GANDA DI PERBATASAN GORONTALO-SULUT

Dalam memaksimalkan data pemilih untuk menghadapi

Pilkada serentak tahun 2018, tim anggota Komisi Pemili-
han Umum (KPU)

Utara (Sulut) menata wajib pilih, khususnya mereka yang

Provins: Gorontalo dan KPU Sulawesi

ada di wilayah perbatasan.

( Gorut) Gorontalo

( Bolmut ),

Kabupaten Gerontalo Utara Provinsi

Utara
177

dan Kabupaten Bolaang Mongondow

Frovinsi Sulawesi Utara, masuk dalam daerah yang

melaksanakan Pilkada tahun ini.

Anggota KPU Provinst Gorontalo Verrianto Madjowa yang

membidangi divisi perencanaan dan data mengatakan
bahwa, dari rapat koordinasi penyelenggara dua daerah ini,
telah merumuskan beberapa hal terkait data pemilih, yvang
dituangkan didalam nota kesepahaman antara KPU Gorut

dan KPU Bolmut.

"Pemilih yang memiliki tempat tinggal di Kabupaten Bolmut
Sulut, tetapl alamat yang tertera di KTP el adalah alamat
Kabupaten Gorut Provinsi Gorontalo, maka yang bersang-
kutan di data sesuai alamat yang ada di KTP, hal ini juga

berlaku sebaliknya,” kata Verrianto Madjowa.

Januari-Februari

Namun bagi warga yang berdomisili di Kabupaten Gorut
KTP-nya di

iNngin - menggunakan hak

cdan sementara alamat pada Kabupaten

Bolmut, dan yang bersangkutan
pilin di Gorut, maka harus mengurus dan memiliki surat
pindah domisili tetap dari pihak Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil ).

Turut hadir dalam rapat tersebut ketua KPU Provinsi Su-

lawesi Utara Yessy Momongan, beserta anggota Zulkifli

Golonggom, ketua KPU Provinsi Gorontalo M Tuli, anggota
Selvi Katlli, dan Maspa Mantulangi, serta KPU-Panwaslu

dua kabupaten tersebut.

website : http://gorontalo.kpu.go.id email : gorontaloprov@kpu.go.id



/
F

ﬁ;}?ﬁhs-’ﬁf Ut

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PEMILU 2019

eski hari H Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden serta DPD, DFR, DPRD peda

2019 mendatang, akan tetapi tahapan, dan program
pelaksanaan sudah dimulai jelang tahun 2017 kemarin.

tanun

Tidak terkecuali dengan ketersedian Sumber Daya Manusia
(SDM) khususnya penyelenggara yang ada ditingkat ke-
camatan dan desa/kelurahan, yaitu Panitia Pemilihan Ke-
camatan dan (PPK)

(PPS).

dan Panitia Pemungutan Suara

Anggota Komisioner KPU Provinsi Gorontalo Selvi Katili,
SE menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi pembentukan
badan Ad-Hoc tingkat kecamatan dan desa/kelurahan ini
sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang sama

bagaimana mekanisme perekrutan PPK dan PPS.

"Penting karena dalam hal perekrutan PPK dan PPS ada
peraturan KPU yang mengaturnya, termasuk syarat bagi
mereka yang bisa menjadi penyelanggara ditingkat bawah
yang
kata Selvi Katili, SE.

tersebut, selanjutnya diterapkan saat perekrutan

nanti,”

selain dihadiri oleh Komisioner KPU
Pendidikan

Provinsi dan kabupaten/kota, Ormas serta unsur Media.

Dalam sosialisasi itu,

kabupaten/kota juga dihadiri oleh Dinas

"Karena penyelenggara PPK dan PPS ini, banyak diikuti
oleh tenaga guru, khususnya wilayah terpencil dan wilayah

kepulauan," urai Selvi Katili, SE.

la berharap dalam perekrutan ini dilakukan profesional, se-
hingga menghasilkan penyelenggara yang berkompeten.

la menambahkan anggota PPK dan PPS pada penyeleng-

PPK dan PPS

sepanjang masih

garaan Pilkada dapat diangkat sebagal
dalam penyelenggaraan Pemilu 2019,
memenuhi syarat, dan harus dilakukan evaluasi dan pe-

nilaian terhadap kinerjanya saat ini.

dan SDM
Fadli Alamri, $.50s8.M.51 menyampaikan permasalahan ter-
kait Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KFPS)
di TPS, paling banyak di ikuti oleh Guru.

Sementara Kabag Program, Data, Organisasi

Terkait dengan hal itu, mereka yang bersiatus guru dan
berminat menjadi penyelenggara harus punya rekomendasi
Kepala Dinas Pendidikan tempat dia mengajar, terutama
daerah terpencil dan kepulauan.

Kemuadian terkait perlengkapan petugas PPK vyang
kantornya berada dikantor camat, perlu mendapat perhatian
bersama, karena terkadang mereka tidak mendapat fasiitas
yang menunjang kerja mereka, sehingga hal ini menjadi

catatan bersama terutama darl sisi independensi.

email . gorontaloprov@kpu.go.id

website : http.//gorontalo.kpu.go.id

"Seperti pengalaman  sebelumnya, ada beberapa PPK
yang memilih berkantor, diluar dari kantor kecamatan,” ujar
Fadli Alamri.

Dijelaskannya bahwa dalam proses rekrutmen anggota
PPK dan PPS untuk Pemilu 2019 sudah diatur didalam
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentu-

kan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS.

Rekrutmen PPK dan PPS mulal 9 Januari hingga 8 Maret
2018, kata Fadli dibentuk
sebulan sebelum pemungutan suara.

sementara khusus KPPS,

"Karena ini adalah pemilu serentak DPR, DFD, DPRD dan
Pilpres maka KPU Rl

nasional,” tutup Fadli Alamri.

menstresing jadwal ini secara

Januari-Februari
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Penyusunan dan Konsultasi Publik
Penataan Daerah Pemilihan dan

Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota
Pemilu Tahun 2019

$€{f

)5 et

g £




Lensa %fgfi«fxz‘ﬁﬁ

RAPATR@ORDINASI
PEMBENTUKAN BADAN ADHOCK
PANITIA PEMILIKAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) &
KELOMPOK PENVELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN UMUM 2019

'| \

. B icamtt”

SOSIALIASI & KONFERENSI PERS

AELERS) ANGEOTA KPU PROVINSE GORONTALO - [
PRMIODE 2013 40720

aihe by
- .r#"l' | 3 )
e ‘_'F'._’Iﬂ‘ll '|| o T
..'!.'I- = ll'
Tl

2

1

4

Januari-Februari




Seleksi KPY

DIJAMIN T

DAK ADA

INTERVENSI

Perekrutan Anggota KPU Provinsi Gorontalo Periode 2018-2023

Dalam beberapa bulan kedepan, 5

(lima) anggota Komisi Pemilihan
Umum  (KPU) Provinsi  Gorontalo
periode 2013-2018, akan segera

mengakhiri masa jabatanya. Untuk itu
Tim Seleksi (Timsel) perekrutan calon
anggota KPU pericde berikutnya telah

melaksanakan beberapa tahapan
perekrutan.
Lima anggota timsel calon anggota

KPU Provinsi Gorontalo yang terdiri
dari Kristina Mohamad Udoki, S.Pd,
Dra. Lallany Yahya, M.Si, Dr. Lilan
Dama, S.Pd., M.Pd, Dr. Mashadi,
S.Ag., M.Si, dan Samsi Pomalingo,
S.AQ.,  MA, telah  melaksanakan

beberapa tahapan, diantaranya adalah
tahapan pendaftaran.

Ketua Timsel Kristina Mohamad Udoki
atau yang lebih dikenal dengan Femmy
Udoki mengatakan bahwa ada
sejumlah seleksi tahapan yang akan
dilalui oleh calon, diantaranye adalah
seleksi  administrasi, ujian  tertulis
dengan sistem Computer Assisted Test
(CAT), tes kesehatan termasuk
pkologi, dan tes wawancara.

Januari-Februari

Terkait dengan syarat pendidikan
terutama bidang keilmuan Strata 1
yang didapati, tidak ada yang spesifik
semua jurusan bisa masuk. Meskipun
kerja seorang anggota KPU dalam
keseharianya, menjalankan peraturan
perundang-undangan, dan peraturan

KPU itu sendiri, tidak mensyaratkan
gelar Sarjana Hukum (SH) menjadi
keharusan.

“Namun eapabila ada yang memiliki

gelar SH alangkah lebih balk, namun
tu tidak menjamin dia akan akan lulus,
tergantung hasil tes lainya,” tegasnya.

Dalam hal seleksi ini, timsel menjamin
tidak akan ada intervensi dari pihak
manapun yang akan mempengaruhi

keputusan mereka dalam menjalankan
seleksi tahapan calon anggota KPU.

Untuk  sekretariat saja  pihaknya
memilih untuk tidak se-kantor dengan
kantor KPU Provinsi saat ini, hal ini
dimaksud untuk menjaga independensi
pihaknya sebagal timsel.

"Saya tegaskan bahwa, jangan
berharap karena kenal dengan timsel

website : http://gorontalo.kpu.go.id

kemudian itu jadi jaminan 1a akan
lolos, karena semua proses tahapan
akan terus kami informasikan ke

publik,” ujarnnya.

la menegaskan juga, jangan ada
upaya dari calon untuk melakukan
lobi-lobi  kepada timsel, yakini saja

dengan kemampuan masing-masing.

la berharap dalam perekrutan anggota

KPU ini, mendapat dukungan dari
semua pihak, sehingge bisa meng-
hasilkan anggota komisioner yang
benar-benar menjadi harapan mas-
yarakat  yang bisa menjalankan
tugasnya dengan baik, dan mampu

bekerja penuh wakiu.

"Kami juga nantinya akan memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk
memberikan masukan dan tanggapan
terhadap nama-nama calon yang
sudah mendaftar,” ucapnya.

la menjamin setiap masyarakat yang
akan memberikan tanggapan, jika
diminta kerahasiaanya disembunyikan,
pihaknya bisa menjamin hal itu.

email : gorontaloprov@kpu.go.id
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KPU PROVINSI GORONT

Nomor : 1/Z/Zlimsel=-KFEU

RASI
PERIORE 20
ov/I/20 18

CALON ANG

i
O

ABDULRAHMAN HUSAIN, M.Si.

ADAM NANI, S.H.

AJIS HALID, S.Pd

AMIR DJ. KOEM, S.Ag

DANDY W. DATAU, S.E.

DARWIS HASAN, S.Kom

DJARIDIN NENTO, H. MBA

ENDANG HUSAIN PAKAYA, S.Kom

FADLIYANTO KOEM, S.Ag, M.Pd

. FAHMI SOREJANG,S.E

11. FREDY LASUT, M.Si.

12. HAIRUDIN POLONTALO, S.Pd.,M.Pd.

. HARDI NURDIN, S8

14. HARSON R. ANTU, SH

15. HARYANTO R. MALIK, S.H.

16. HENDRIK IMRAN, M,Ag

17. IDRIS USULI, M.AP

18. INDRAWATY MOHULAINGO, S.E.

21. MOH. AGUS MADINA, S.HI.

22. MOH. IHSAN H, S.Ag, M.Si

23. MUHDAR HM, MM

24. NANANG M. BUKULU, S.Pd.

25. RAMLI ONDANG DJAU, M.Si.

26. RINTO ALI, S.Pd. M.Si.

27. RISMAN K. UMAR, S.Sos.,M.Si.

28. ROBIN PAKUDU, M.Si

29. RONI MOHAMAD, Dr

Sampaikan Tanggapan anda secara tertulis terhadap 30. SELVI KATILI, SE

Calon Anggota KPU Provinsi Gorontalo, dengan 31. SEWIRAN AB. LANUR, S.T.

melampirkan fotocopy KTP dan nomor kontak. 32. SOFYAN JAKFAR, ST ‘
33. SOPHIAN RAHMOLA, M.Si.

Alamat Sekretariat Tim Seleksi : 34. SUHARTO LAHAY, SE
35. SUKRIN SALEH TAIB, S.Ag.,M.Fil.|

JI. Jaksa Agung Soeprapto No. 5 Kel. Limba U I 36. SYAHBUDIN BAU, S.E. ‘
Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo Kode Pos 96115 37. TEMY NAYOAN, SP. |
(Eks. Kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo) 38. USMAN TAHIR, S.Ag

39. WAHIDIN LUKUM, M.Pd

40, YOLIS GAGA, S.Kom

41, YURI F. MERTOSONO, SE

4?2. YURIKA RAUF, S.Pt, M.Si

Kristina Mohamad Udoki, S.FPd

® NP O R LN

D | |

S TIM SELEKSY” 4

Qea. Lailany Yahya, M.Si

EEmsi Pomalingo, S.Ag., M.A

B \ashadi, S.Ag., M.Si

Ditunggu hingga 3 April 2018
(setiap jam kerja)

Januari-Februari .



TAHAPAN PEMILU 2019

AGENDA KEGIATAN TAHUN 2018

Januan :
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA

PENATAAN DAPIL

: Juli
PENDAFTARAN CALON ANGGOTR
DPR PROVINSI, KAB/KOTA

- Pembentukan PKK, PPLN dan PPS
- Penetapan jumlah kursi DPRD Kab/Kota

- Penyampaian usulan dapil DPRD Kab/Kota

REKAP, PENYELESAIAN SENGKETA
PENETAPAN PARTAI POLITIK

- Rekapitulasi Calon Parpol Tingkat KPU Kab/Kota dan Tingkat Nasional
- Penetapan, Pengundian,Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu
- Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik

Pengumuman pengajuan daftar calon -
verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon -
dan bakal calon

= Agustus
PENETAPAN GRLON PRESIDEN ‘
DAN WAKIL PRESIDEN

Pendaftaran dan Verifikasi Daftar Calon Presiden dan Wakil Presiden -
Pemeriksaan Kesehatan Capres - Cawapres -
Perbailcan Persyaratan Administratif Bakal Pasangan Calon -

- Konsolidasi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) hasil Sinkronisasi
- Pencermatan DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir oleh KPU
- Penyerahan Data Pemilih Dari KPU Rl / Provinsi Kabupaten/Kota

- .l:
|
»

- 5

- Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan
- Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri

Pengajuan Permohonan Sgng_keta di Bawaslu RI, Provinsi dan Kab/Kota -
Penyelesaian Sengketa dan Putusan -

Pelaksanaan Kampanye -
Penyerahan & Pengumuman LADK dan RKDK -

PERBAIKAN SYARAT ANGGOTA
DPD DAN PENYUSUNAN DPS

- Perbaikan Syarat Dukungan Calon Anggota DPD
Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Analisis Dulkungan
Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran

- Penyusunan Bahan DPS

Pengajuan Gugatan atas Sengketa TUN Calon Anggota DPD -
DPR, DPRD dan Capres - Cawapres

PENETAPAN DPS REKAP FAKTUAL
CALON ANGGOTA DPD

- Penetapan/Pengumuman DPS

- Pengumuman DPSLN

- Rekapitulasi HasilVerifikasi Faktualsyarat Dukungan
Calon Anggota DPD oleh KPU Prov ke KPU Kab/Kota

PUTUSAN PTUN CALON DPR, DPRD,
DPD, DAN PRESIDEN

Putusan PTUN atas Sengketa Calon Anggota DPR, DPRD -
DPD dan Capres - Cawapres
KPU Tindaklanjut Hasil Putusan PTUN -

LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE

Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) -
Pengumuman Penerimaan LPSDK -

PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019

Januari-Februari
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